APARATUR NEGARA DAN

PENGAWASAN PEMBANGUNAN
BAB XXV

APARATUR NEGARA DAN

PENGAWASAN PEMBANGUNAN
A.
PENDAHULUAN 


Pembangunan aparatur negara dan sistem pengawasan pembangunan dalam Repelita VI diarahkan pada peningkatan penertiban, penyempurnaan, dan pembinaan keseluruhan unsur aparatur negara dan pengawasan pembangunan baik aspek kelem-bagaan, aspek kepegawaian, maupun aspek ketatalaksanaannya. Di samping itu, pembangunan bidang ini juga diarahkan untuk meningkatkan dan memantapkan sistem manajemen pemerintahan dan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah serta keterpaduan dan konsistensi pe​laksanaan pengawasannya. 


Sasaran pembangunan aparatur negara dalam  Repelita VI adalah tertatanya manajemen aparatur negara untuk meningkatkan kualitas, kemampuan, dan kesejahteraan aparatur negara, serta terwujudnya kepegawaian negara  yang  berkualitas,  profesional, 
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ahli, terampil, dan memiliki jiwa kepemimpinan, semangat pengabdian, dan disiplin yang tinggi, serta taat dan setia kepada kepentingan, nilai-nilai dan cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menjadi sasaran pula terwujudnya sistem administrasi negara yang makin andal, profesional, efisien, efektif, serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis; mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan umum dan pembangunan; meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah baik pusat maupun daerah dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembangunan, khususnya dalam melayani, mengayomi, mendorong dan me-numbuhkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan; serta tanggap terhadap permasalahan, kepentingan, dan kebutuhan rakyat, terutama yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sasaran lainnya adalah meningkatnya perwujudan otonomi daerah di tingkat II yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab; meningkatnya kemampuan kelembagaan dan efisiensi serta efektivitas pelaksanaan fungsi dan peranan aparatur kecamatan dan pemerintahan desa dan kelurahan; terwujudnya sistem kearsipan yang andal; serta makin mantapnya sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan seluruh aparatur pemerintah. 


Kebijaksanaan yang ditempuh untuk mencapai berbagai sasaran tersebut pada pokoknya adalah meningkatkan disiplin aparatur negara, memantapkan organisasi kenegaraan, mendaya-gunakan organisasi pemerintahan, menyempurnakan manajemen pembangunan, dan meningkatkan kualitas dan kesejahteraan sumber daya manusia aparatur negara. Berbagai kebijaksanaan ini dijabarkan antara lain ke dalam empat program pokok dan tiga program penunjang. Program pokok meliputi program : (a) pe-
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ningkatan prasarana dan sarana aparatur negara; (b) peningkatan efisiensi aparatur negara; (c) pendidikan dan pelatihan aparatur negara; dan (d) penelitian dan pengembangan aparatur negara. Sedangkan program penunjang terdiri dari program : (a) pengem-bangan informasi pemerintahan; (b) pendayagunaan sistem dan pe-laksanaan pengawasan, dan (c) pengembangan hukum administrasi negara.


Sasaran akhir pendayagunaan pengawasan pembangunan dalam Repelita VI adalah terciptanya daya guna dan hasil guna pembangunan secara optimal. Hal tersebut dicapai dengan memadukan pendayagunaan sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang terarah pada penyesuaian dan penyederhanaan berbagai prosedur pelaksanaan pembangunan; peningkatan koordinasi penyusunan rencana pelaksanaan pembangunan baik sektoral maupun regional serta sistem pemantauan, pelaporan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan; pengembangan sistem komunikasi melalui peningkatan sistem informasi pembangunan; peningkatan keserasian dan keterpaduan pelaksanaan kebijak-sanaan, program, dan proyek pembangunan yang bersifat lintas sektoral, regional, daerah, dan lembaga baik yang sumber dananya dari APBN maupun APBD; peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem pelaksanaan dan pengawasan keuangan negara dan pembangunan; peningkatan keterpaduan antara pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat; pembudayaan pengawasan melekat; peningkatan kemampuan teknis dan manajerial aparatur pemerintah, serta pelayanan kepada masyarakat. 


Untuk mewujudkan berbagai sasaran tersebut, kebijaksanaan yang ditempuh mencakup pendayagunaan keseluruhan sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang dilakukan sedini 
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mungkin sejak tahap perencanaan dengan memantapkan sistem pe- rencanaan penyusunan program dan anggaran, kualitas sumber daya manusia, sistem pemantauan, pengendalian dan pertanggung- jawaban, serta keterpaduan dan konsistensi pelaksanaan penga- wasan pembangunan.


Kebijaksanaan di bidang pengawasan ini dijabarkan  dalam dua program pokok dan tiga program penunjang. Program pokok meliputi program : (a) pendayagunaan sistem dan pelaksanaan pengawasan; dan (b) pembinaan dan pemasyarakatan pengawasan. Sedangkan program penunjang terdiri dari program : (a) pendidik- an, pelatihan, dan penyuluhan pengawasan; (b) pengembangan informasi pengawasan; dan (c) penerapan dan penegakan hukum.

B.  
PELAKSANAAN DAN HASIL PEMBANGUNAN

TAHUN KEEMPAT REPELITA VI

1.
Aparatur Negara

a.
Program Pokok 

1)  
Program Peningkatan Prasarana dan Sarana


Aparatur Negara


Program ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan agar lebih efisien, efektif, dan terpadu guna memperluas dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Keterbatasan keuangan negara mengharuskan pemberian prioritas yang ketat bagi pembangunan prasarana dan sarana, di antaranya adalah pembangunan gedung untuk pelayanan umum dan kegiatan operasional seperti Rumah Sakit, Puskesmas, 
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dan Rumah Tahanan.  Pengadaan kendaraan bermotor dipriori-taskan hanya untuk kendaraan operasional seperti  kendaraan tahanan untuk Lembaga Pemasyarakatan dan Kantor Kejaksaan, ambulans untuk rumah sakit, kendaraan kurir dan petugas lapangan, serta kendaraan untuk penerangan dan penyuluhan.


Kebutuhan berbagai praarana dan sarana kantor di berbagai Departemen/LPND dipenuhi secara bertahap sesuai dengan prioritas dan keadaan keuangan negara.  Di samping itu, pembangunan beberapa gedung/kantor diupayakan melalui sistem pembiayaan yang mengikutsertakan swasta antara lain dengan cara Built, Operate, and Transfer (BOT); Built, Operate, and Own (BOO); atau dengan cara tukar guling (ruilslag).



2)
Program Peningkatan Efisiensi Aparatur Negara


Program ini dimaksudkan untuk mendayagunakan ke-lembagaan, ketatalaksanaan, disiplin, dan tertib hukum guna meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur negara. Program ini meliputi penataan kelembagaan di pusat, daerah, dan luar negeri; penyempurnaan administrasi kebijaksanaan pembangunan; pemantapan sistem perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan; pengembangan sistem pemantauan dan pengendalian; pemantapan sistem manajemen informasi; penyempurnaan administrasi kepegawaian; peningkatan tertib hukum aparatur negara; dan penyempurnaan administrasi umum dan kearsipan.


Pendayagunaan kelembagaan dilakukan melalui penataan struktur organisasi, kedudukan tugas dan fungsi, nomenklatur dan titelatur dan tata kerja atau mekanisme kerja, serta   koordinasi antara organisasi pemerintahan pusat, daerah, dan  perwakilan di luar negeri. Di samping itu, juga dilakukan penyempurnaan 
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peraturan tentang berbagai aspek kelembagaan, ketatalaksanaan,  kepegawaian, keuangan, perlengkapan, serta persiapan dan pe- laksanaan pendidikan dan pelatihan (Tabel XXV-1). 


Pendayagunaan kelembagaan tersebut sejalan dengan upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata, serasi, dinamis dan bertanggung jawab yang dititikberatkan pada Daerah Tingkat II. Peningkatan otonomi daerah ini dilakukan, antara lain, secara bertahap melalui pemberian bantuan pembangunan (Inpres) ke bentuk bantuan umum (block grant) sehingga secara proporsional bantuan khusus (specific grant) akan semakin  mengecil. Peningkatan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah dan sumber pendapatan daerah dilakukan, antara lain, melalui penataan dan peningkatan kualitas pemungutan dan pengelolaan pajak, retribusi daerah serta pendapatan lain-lain di luar  pajak  dan retribusi daerah.


Untuk meminimalkan dampak negatif dari krisis moneter, yang terjadi sejak pertengahan tahun keempat Repelita VI, telah dilakukan antara lain upaya menyehatkan  perekonomian dan per- bankan nasional melalui Keppres No. 17 Tahun 1998  tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, dan Keppres No. 27 Tahun 1998 tentang  Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Upaya lain yang dilakukan antara lain adalah pembentukan Kabinet  Reformasi  (Keppres No. 122/M/1998), upaya percepatan pelaksanaan reformasi (Inpres No. 17 Tahun 1998), pengangkatan penasehat ahli dalam Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan (Keppres No. 30 Tahun 1998), dan perubahan   dalam Dewan  Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan (Keppres 47 Tahun 1998 dan Keppres No. 81 Tahun 1998).
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Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas aparatur pemerintah, dan untuk mengembangkan pola pelayanan kepada masyarakat yang lebih tepat, sejak tahun kedua Repelita VI telah dikeluarkan Keppres Nomor 68 Tahun 1995 yang menetapkan 5 hari kerja hanya untuk DKI Jakarta dan beberapa Kotamadya dan Ibukota Propinsi di Pulau Jawa. Penerapan 5 hari kerja hanya diberlakukan untuk wilayah DKI Jakarta, Kodya Daerah Tingkat II Bandung, Kodya Daerah Tingkat II Semarang dan Kodya Daerah Tingkat II Surabaya. Untuk daerah tingkat I dan II selain 1 propinsi dan 3 Kotamadya Daerah Tingkat II tersebut  ditetapkan 6 hari kerja. Sampai dengan tahun keempat Repelita VI, ketetapan hari kerja tersebut masih terus dipantau untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kinerja aparatur negara. 


Untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, disamping dilakukan penyempurnaan secara terus menerus terhadap prosedur dan tata cara pelayanan, juga dilakukan penilaian terhadap manajemen pelayanan  masyarakat  sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat. Instansi pemerintah yang dinilai telah memberikan pelayanan umum secara baik diberikan penghargaan berupa piala dan/atau piagam Abdisatyabhakti.


Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan proyek-proyek pembangunan, koordinasi perencanaan program dan proyek pembangunan terus dimantapkan, baik koordinasi dalam suatu dan antarsektor, dalam suatu dan  antarwilayah,  maupun antara sektor dan wilayah, baik pada tingkat nasional  maupun daerah termasuk peningkatan kualitas perencanaan, kemampuan satuan organisasi perencanaan, dan kemampuan profesional para perencana pada aparatur perencanaan pembangunan daerah.
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Selain itu, sistem pelaksanaan proyek-proyek pembangunan juga terus ditingkatkan daya gunanya dengan memantapkan kualitas, ketertiban, dan kelancaran pelaksanaan revisi DIP serta - penatausahaan mengenai dana bantuan luar negeri, dan pengadaan barang dan jasa. Upaya tersebut mencakup pula penyempurnaan proses penentuan satuan harga, pemantapan standar dan tolok ukur berbagai kegiatan, dan penyempurnaan sistem administrasi perpajakan, serta peningkatan keserasian dalam penyusunan APBN dan APBD. Demikian pula sistem pe​mantauan dan pengendalian pelaksanaan proyek pembangunan yang diatur dalam Keppres tentang APBN terus disempurnakan. Untuk lebih menunjang berhasilnya pelaksanaan proyek-proyek pembangunan sebagaimana dituangkan dalam DIP atau dokumen lainnya  yang  disamakan, sejak tahun ketiga Repelita VI telah diperkenalkan Evaluasi Kinerja Proyek Pembangunan yang tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat serta mempelajari hasil,  manfaat,  dan dampak dari proyek pembangunan yang baru selesai dilaksanakan, atau yang telah beberapa lama berfungsi. Pada tahun keempat Repelita VI upaya tersebut terus dilanjutkan.


Upaya mewujudkan aparatur pemerintah yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugasnya antara lain  dilakukan melalui pendayagunaan di bidang kepegawaian didasarkan pada sistem karier dan sistem prestasi kerja  secara berencana dan terarah sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Disamping itu dilakukan pula upaya penyempurnaan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian antara lain ketentuan tentang administrasi kepegawaian, disiplin pegawai, pen- didikan dan pelatihan pegawai, dan pembinaan karir pegawai.  


Untuk mengendalikan jumlah PNS agar jumlahnya relatif tetap dan sesuai dengan kebutuhan, penyusunan formasi PNS selain 
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didasarkan pada analisis kebutuhan dan analisis jabatan juga dikaitkan dengan upaya perampingan organisasi dan kebijaksanaan Zero Growth. Dengan penerapan kebijaksanaan tersebut penambah- an PNS selama empat tahun pelaksanaan Repelita VI tersebut relatif kecil. Dibanding jumlah keseluruhan PNS pada akhir tahun 1993/94, jumlah PNS pada 31 Maret 1998 meningkat sebanyak 124.659 orang (3,1 persen) yaitu dari 3.965.778 orang menjadi 4.090.437 orang. Sampai dengan tahun keempat Repelita VI upaya tersebut telah menghasilkan peningkatan efisiensi dan efektivitas kepegawaian, sebagaimana tercermin dari komposisi PNS berdasarkan pengelompokkan seperti jenis kelamin, masa kerja, umur, kedudukan, status dan jenis kepegawaian, serta lokasi kerjanya (Tabel XXV-2), dan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1974  (Tabel XXV-3). 


Upaya pembinaan karier dan peningkatan kesejahteraan PNS juga ditempuh antara lain dengan penyederhanaan prosedur ke- pegawaian, pemberian kenaikan pangkat dan penetapan pensiun otomatis, pengembangan jabatan fungsional, serta pengembangan sistem pembayaran gaji melalui bank dan tabungan pemilikan rumah. Bagi PNS golongan ruang IV/a ke bawah, di samping pemberian kenaikan pangkat biasa, juga diberikan  Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) yang sekarang dikenal sebagai Kenaikan Pangkat Secara Langsung (KPSL) yang terbagi atas KPSL jabatan tertentu yaitu berdasarkan penetapan angka kredit, dan KPSL non jabatan tertentu yang tidak berdasarkan penetapan angka kredit.

 
Selain itu, dilakukan pula penyederhanaan prosedur pensiun pegawai melalui Penetapan Pensiun Otomatis (PPO) bagi PNS Golongan IV/a ke bawah, tanpa melalui urutan secara hierarkis. Dengan ditetapkannya pensiun otomatis tersebut, maka proses pem- berhentian, pemberian dan pembayaran pensiun dapat lebih lancar dan dapat diterima tepat pada waktunya.
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Dalam upaya meningkatkan profesionalisme, pengembangan dan jaminan karier serta prestasi PNS, jabatan fungsional terus dikembangkan  dan disempurnakan. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam  Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan PP No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pengawai Negeri Sipil. Melalui perluasan berbagai jenis jabatan fungsional, PNS  dimungkinkan  mengembangkan potensinya sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang di- milikinya, serta tidak terhambat oleh terbatasnya jabatan struktural yang tersedia. Sampai dengan  31 Maret 1998 jumlah jabatan fungsional yang telah ditetapkan dan disempurnakan adalah se- banyak 50 buah jabatan fungsional.


Dalam hal kesejahteraan yang bersifat materi, pemerintah berusaha untuk menaikkan gaji dan tunjangan  lainnya  sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Perbedaan gaji PNS terendah dan tertinggi telah diupayakan untuk dipersempit  untuk memperkecil ketimpangan kesejahteraan diantara PNS. Sampai dengan tahun keempat Repelita VI, perbaikan gaji PNS terakhir yang dilakukan adalah dengan PP No. 6 Tahun 1997 yang menetapkan gaji pokok terendah dan tertinggi masing-masing sebesar Rp. 135.000,- dan Rp. 722.500,-. Dengan demikian perbandingan gaji PNS terendah dan tertinggi yang pada akhir Repelita V adalah 1: 6,9 menyempit menjadi 1: 5,4.


Selain perbaikan gaji pokok, juga ditingkatkan tunjangan struktural dan fungsional. Pemberian tunjangan fungsional di- sesuaikan dengan jabatan fungsional yang sudah ditetapkan. Selain itu juga diberikan antara lain tunjangan pengabdian bagi pegawai negeri yang bekerja di daerah terpencil dan tunjangan tenaga pemasyarakatan bagi pegawai yang bekerja di lembaga pe- masyarakatan.
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Kesejahteraan yang bersifat non materi juga terus diusahakan untuk dinikmati oleh PNS, antara lain berupa penghargaan Satya Lencana dan perpanjangan Batas Usia Pensiun (BUP). Dalam Repelita VI telah diberikan antara lain perpanjangan BUP kepada para pejabat fungsional yang menduduki jabatan Perekayasa, dan pemberian tanda kehormatan Satyalencana Karya Satya  kepada PNS yang telah menunjukkan kesetiaan dan prestasi kerja tanpa cacat selama 10 (sepuluh), 20 (duapuluh), dan 30 (tigapuluh) tahun. 


Upaya peningkatan dan pemantapan disiplin dan tertib hukum pegawai juga terus ditingkatkan antara lain dengan berbagai kegiatan pembinaan disiplin, termasuk  mendorong  penghayatan dan pengamalan Pancasila melalui pendekatan kontekstual, aktual, dan konsisten kepada segenap lapisan masyarakat dan aparatur negara. Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) berperan penting tidak saja untuk mendukung tingkat disiplin yang tinggi bagi PNS tetapi juga untuk menjamin agar aparatur pemerintah senantiasa menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakat pada umumnya dan hak serta kewajiban asasi warga masyarakat pada khususnya, serta meningkatkan kepedulian masyarakat dalam rangka me- wujudkan aparatur negara yang bersih dan berwibawa.


Upaya lain dalam rangka pembinaan PNS adalah penerapan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Mekanisme hukuman disiplin PNS diatur dalam Keppres Nomor 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). Peningkatan efisiensi aparatur negara juga diupayakan melalui pendayagunaan administrasi umum dan kearsipan yang meliputi aspek administrasi perkantoran, keuangan dan materil, persuratan dan dokumentasi kearsipan agar lebih menunjang peningkatan kelancaran dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan di lingkungan instansi pemerintah serta peningkatan 
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pelayanan kepada masyarakat. Pembinaan di bidang kearsipan dilakukan antara lain melalui kegiatan penataran, pelatihan kearsipan, bimbingan teknis dan Temu Karya Tim Pembina Kearsipan yang diikuti oleh instansi pemerintah pusat, daerah, dan badan usaha milik negara/daerah. 

3)  Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur


Negara


Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan profesio-nalisme, kualitas, disiplin, keteladanan, pengetahuan dan keterampilan PNS. Upaya pendidikan dan pelatihan yang dilakukan selama Repelita VI antara lain dikaitkan dengan adanya jaminan karier  melalui program gelar S2 dan S3 baik di dalam maupun di luar negeri, serta pelaksanaan berbagai jenis dan tingkatan diklat seperti diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan yang terdiri dari diklat struktural dan diklat teknis fungsional.


Berbagai kegiatan yang telah dilakukan antara lain meliputi penyempurnaan sistem, kurikulum, dan silabus, serta sasaran diklat aparatur negara; peningkatan jumlah peserta pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan kebutuhan pembangunan; peningkatan pengetahuan tenaga widyaiswara; dan peningkatan efisiensi, koordinasi penyeleng-garaan diklat luar negeri serta kerjasama luar negeri dalam bidang diklat.


Untuk diklat dalam jabatan, pada tahun keempat Repelita VI telah diselenggarakan diklat SPATI (Staf dan  Pimpinan Administrasi Tingkat Tinggi) yang diperuntukkan bagi calon-calon pejabat eselon I. Disamping itu juga dilaksanakan diklat ADUM (Administrasi Umum), SPAMA (Staf dan Pimpinan Administrasi 
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Tingkat Pertama), dan SPAMEN (Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Menengah) (Tabel XXV-4). Untuk diklat fungsional antara lain diselenggarakan beberapa diklat program perencanaan nasional, seperti PPN dan TMPP dalam rangka meningkatkan kemampuan aparatur perencanaan pusat maupun daerah  termasuk dalam identifikasi masalah, potensi, serta kebutuhan daerah, dalam penyediaan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penganggaran, serta dalam pemantauan dan pelaporan pelaksanaannya (Tabel XXV-5).


Pendidikan kedinasan yang pada dasarnya terdapat pada masing-masing instansi merupakan pendidikan yang tidak terlepas dari pembinaan pendidikan dan pelatihan PNS secara keseluruhan. Sampai dengan tahun keempat Repelita VI, jumlah mahasiswa peserta program pendidikan kedinasan di lingkungan pendidikan tinggi secara keseluruhan mencapai sekitar 109.100 orang yang tersebar di berbagai lembaga pendidikan yang berada di bawah pengelolaan berbagai Departemen dan LPND. Rincian lebih lanjut dapat diikuti pada Bab XVIII tentang Pendidikan dan Olahraga, Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dalam Lampiran Pidato ini.


4)
Program Penelitian dan Pengembangan Aparatur Negara


Program ini merupakan upaya untuk melakukan penelitian dan pengembangan di bidang kebijaksanaan pembangunan. Dari hasil penelitian ini didapatkan masukan  untuk merumuskan secara profesional saran kebijaksanaan pembangunan dan pendayagunaan aparatur dan mengidentifikasikan perkembangan baru di bidang administrasi pembangunan. 
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b.
Program Penunjang


1)
Program Pengembangan Informasi Pemerintahan


Program ini dimaksudkan untuk menyediakan berbagai informasi yang tepat, akurat, lengkap dan mutakhir, baik bagi perumusan kebijaksanaan, perencanaan, pemantauan, maupun pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemerintahan  umum dan pembangunan.  Beberapa Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Depar​temen telah menyusun rencana pembangunan sistem informasi yang merupakan lanjutan dari pengembangan sistem informasi pada tahun-tahun sebelumnya. 


Uraian lebih lanjut mengenai berbagai upaya dalam pengembangan informasi pemerintahan dapat dilihat dalam Bab XXVI tentang Sistem Informasi dan Statistik, dalam Lampiran Pidato ini. 


2)
Program Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan

Program ini dimaksudkan untuk meingkatkan pelaksanaan pengawasan secara terus menerus  guna menghindari penyele- wengan dan penyimpangan pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan. Untuk itu, dilakukan upaya peningkatan kualitas pengawasan internal dan eksternal  melalui  peningkatan keterpaduan dan konsistensi pelaksanaan pengawasan seperti pemeriksaan serentak dan komprehensif terhadap unit organisasi dalam menilai kinerja dan kewajaran pertanggungjawaban atau akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen/ Lembaga Pemerintah Non-Departemen.
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3)  
Program Pengembangan Hukum Administrasi


Negara

Hukum administrasi negara adalah perangkat aturan dan pedoman bertindak bagi aparatur negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan nasional. Dalam hubungan ini berbagai peraturan perundang-undangan di bidang administrasi negara terus menerus disempurnakan, disesuaikan dan dimantapkan pelaksanaannya.  Perangkat aturan dan pedoman  tersebut  antara lain berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), dan Instruksi Presiden (Inpres), dan peraturan pelaksanaan lainnya. Berbagai upaya pengembangan hukum administrasi negara dapat dilihat pula dalam Bab XXI tentang Hukum, dalam Lampiran Pidato ini.

2.
Pengawasan Pembangunan

a.
Program Pokok 



1)
Program Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan

Program ini dimaksudkan untuk  meningkatkan  kualitas sistem dan pelaksanaan pengawasan baik untuk pengawasan fungsional maupun pengawasan melekat dalam rangka me- ningkatkan pelaksanaan pembangunan yang efisien, efektif, bersih, dan bertanggungjawab.


Sebagai upaya memantapkan sistem pengawasan keuangan negara dan pembangunan, organisasi Aparat  Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) dalam Repelita VI telah lebih di- 
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sesuaikan dengan bentuk organisasi yang hemat struktur dan kaya fungsi. Dengan lebih rampingnya organisasi pengawasan yang diikuti dengan pemisahan secara tegas fungsi manajerial yang dilaksanakan oleh para pejabat struktural dan fungsi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh para pejabat fungsional, diharapkan akan meningkat pula mutu hasil pengawasan. 


Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan dilakukan pula melalui diklat sertifikasi, diklat  fungsional  dan diklat teknis, serta diklat struktural bagi para pejabat struktural di lingkungan instansi pengawasan. Pemeriksaan  komprehensif sebagai suatu pendekatan pemeriksaan telah dikembangkan, yang mengarah kepada pengawasan yang menyeluruh dan terpadu.


Sebagai realisasi dari Program Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan telah dilakukan pemantapan pelaksanaan operasional pengawasan dengan diselenggarakannya koordinasi antara BPKP dengan APFP lainnya. Koordinasi dilaksanakan sejak tahap perencanaan yaitu dengan melakukan pembahasan rencana kerja, rapat koordinasi pengawasan, audit bersama, serta pemantauan dan monitoring pelaksanaan tindak lanjutnya. Kegiatan operasional pengawasan tersebut dapat dilihat dari jumlah penugasan pemeriksaan, jumlah temuan hasil pemeriksaan, serta pelaksanaan tindak lanjutnya.


Jumlah penugasan pemeriksaan yang dilakukan selama empat tahun pelaksanaan Repelita VI (per 31 Maret 1998) berjumlah 212.252 penugasan, atau rata-rata per tahun anggaran  sebesar 53.063 penugasan atau lebih rendah 7,13 persen dibandingkan dengan jumlah penugasan pemeriksaan pada  tahun  terakhir Repelita V (1993/94). 
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Laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang  diterbitkan  oleh aparat pengawasan fungsional pada tahun terakhir Repelita V (1993/94) berjumlah 46.162 LHP. Sedangkan dalam empat tahun pelaksanaan Repelita VI (sampai dengan 31 Maret 1998) berjumlah  188.765 LHP atau dengan rata-rata per tahun anggaran sejumlah 47.191 LHP. Jumlah rata-rata pada tahun ini lebih tinggi  2,23 persen dibanding pada tahun terakhir Repelita V. Selanjutnya jumlah temuan hasil pemeriksaan pada tahun terakhir Repelita V adalah sebanyak 90.789 kejadian. Sedangkan dalam empat tahun pelaksanaan Repelita VI (sampai dengan 31 Maret 1998) jumlah temuan hasil pemeriksaan adalah sebanyak  321.664 kejadian, atau rata-rata per tahun anggaran sebesar 80.416 kejadian (Tabel XXV-6).


Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang bersifat finansial pada tahun terakhir Repelita V adalah senilai Rp 852.488  juta. Sedangkan jumlah temuan hasil pemeriksaan yang bersifat finansial selama empat tahun pelaksanaan Repelita VI (per 31 Maret 1998) adalah senilai Rp. 5.559.759 juta, atau dengan rata-rata per tahun anggaran senilai Rp.1.389.940 juta. Jumlah rata-rata temuan hasil pemeriksaan yang bersifat finansial selama Repelita VI tersebut meningkat sebesar 63,05 persen dibanding temuan hasil pemeriksaan yang diperoleh dalam tahun terakhir Repelita V.  Hal ini terkait dengan keberhasilan peningkatan realisasi penugasan pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional selama lima tahun terakhir pelaksanaan Repelita VI sampai dengan 31 Maret 1998 (Tabel XXV-7).


Dari jumlah hasil temuan sebanyak 321.664 kejadian yang  diperoleh dalam empat tahun pelaksanaan Repelita VI, yang telah ditindaklanjuti adalah sebanyak 118.936 kejadian atau  sekitar  36,98 persen dari seluruh temuan. Sedangkan untuk temuan hasil pemeriksaan yang bersifat finansial dalam jumlah rupiah  yang 
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sudah ditindaklanjuti adalah sebesar Rp. 2.694.993 juta atau sekitar 48,47 persen dari jumlah temuan  sebesar Rp.5.559.108 juta Tabel XXV-8).


Di samping kegiatan pemeriksaan reguler, juga terdapat kegiatan pemeriksaan khusus. Hasil temuan pemeriksaan khusus pada tahun terakhir Repelita V (1993/94) yang mengakibatkan kerugian negara adalah senilai Rp 54.607 juta. Sedangkan selama empat tahun pelaksanaan Repelita VI (per 31 Maret 1998) hasil temuan pemeriksaan khusus adalah senilai Rp.215.260 juta atau dengan rata-rata per tahun anggaran senilai Rp.53.815 juta. Dari hasil temuan pemeriksaan khusus sebesar Rp.54.607 juta  pada tahun terakhir Repelita V tersebut telah ditindaklanjuti dengan kewajiban menyetor kepada negara senilai Rp 20.059 juta. Sedangkan hasil temuan selama empat tahun pelaksanaan Repelita VI (per 31 Maret 1998) yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.215.260 juta telah ditindaklanjuti dengan kewajiban menyetor kepada negara senilai Rp.45.368 juta atau dengan rata- rata per tahun anggaran senilai Rp.11.342 juta. 


Selanjutnya dalam rangka pengawasan fungsional (Wasnal), pemeriksaan terhadap laporan keuangan BUMN, BUMD,  dan badan usaha lainnya dilakukan secara rutin. Pemeriksaan akuntan terhadap laporan keuangan berbagai badan usaha tersebut setiap tahunnya telah dapat makin cepat diselesaikan. 


Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan BUMN/BUMD menunjukkan bahwa sistem dan laporan akuntansi BUMN/BUMD telah berkembang cukup baik, tercermin dengan  semakin banyaknya jumlah laporan keuangan badan  usaha  yang memperoleh pernyataan pendapat akuntan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
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Selain itu, juga dilakukan pemeriksaan akuntan terhadap laporan keuangan proyek yang memperoleh bantuan luar negeri. Dari hasil pemeriksaan tersebut dapat diketahui kinerja dan akuntabilitas yang semakin membaik (Tabel XXV-9).


Berbagai temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pada dasarnya dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu: (1) kasus yang menimbulkan kerugian negara; (2) kasus kewajiban penyetoran kepada negara; dan (3) kewajiban penyempurnaan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.


Untuk kasus-kasus yang menimbulkan kerugian negara dan yang diduga mengandung unsur tindak pidana diteruskan ke Kejaksaan Agung, sedangkan yang tidak mengandung unsur tindak pidana dilakukan tuntutan ganti rugi/penarikan kembali atas kerugian negara. Kemudian untuk kasus kewajiban penyetoran kepada negara, penanggung jawab kasus penyetoran kepada negara diminta untuk segera melaksanakan setorannya kepada Kas Negara/Kas Daerah/Kas BUMN/BUMD. Sedangkan untuk kasus-kasus mengenai kewajiban penyempurnaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian, pimpinan unit yang diperiksa diminta untuk melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan. 


Walaupun pada saat ditemukannya, ketiga jenis kasus tersebut tidak/belum nampak merugikan keuangan negara, namun untuk menghindari timbulnya kerugian negara, maka kasus-kasus yang ditemukan tersebut harus segera ditindaklanjuti. Untuk itu, agar pimpinan departemen/LPND memperoleh informasi mengenai perkembangan hasil pengawasan di Departemen/LPND yang dipimpinnya, maka setiap triwulan kepada Departemen/LPND disampaikan Laporan Triwulan Hasil Pengawasan.
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Pelaksanaan kegiatan tahunan APFP yang didukung dengan pemantauan secara intensif dan ditindaklanjuti oleh para atasan yang bertanggungjawab telah menghasilkan penyelamatan uang negara pada tahun terakhir Repelita V senilai Rp. 767,296 miliar. Sedangkan selama empat tahun pelaksanaan Repelita VI, uang negara yang berhasil diselamatkan adalah senilai Rp.2.694,993 miliar ( Tabel XXV-10).


Sejalan dengan pemantapan sistem pengawasan fungsional tersebut, dilakukan pula penyempurnaan sarana  pengawasan melekat (sarwaskat) berupa penyempurnaan kelembagaan dan peningkatan disiplin dan budaya kerja setiap unsur aparatur, termasuk aparatur pengawasan fungsional, sehingga secara keseluruhan aparatur pemerintah dapat berfungsi secara makin efisien dan efektif.  Dalam rangka pengawasan melekat tersebut, secara administratif ketaatan Penyampaian program Pelaksanaan Pengawasan Melekat (P3 Waskat) dapat menjadi ukuran (Tabel XXV-11). Agar pelaksanaan Waskat dapat berjalan seperti yang di- harapkan antara lain diupayakan pemberian orientasi dan penyegar- an kembali mengenai filosofi, konsep dan mekanisme Waskat, dan pemantapan pelaksanaan Waskat yang dimulai dari  lingkungan kerja masing-masing.

Pelaksanaan pengawasan masyarakat (Wasmas) dilakukan melalui berbagai saluran yang tersedia seperti kotak pengaduan di berbagai Departemen/LPND, baik di tingkat pusat maupun di daerah; lembaga legislatif, Tromol Pos 5000, media massa serta berbagai jalur lainnya. 


Dalam rangka pengawasan legislatif, pendapat dan masukan Dewan Perwakilan Rakyat yang antara lain disampaikan melalui rapat kerja dengan Pemerintah diperhatikan secara sungguh- 
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sungguh; demikian pula hasil pemeriksaan tahunan (HAPTAH) yang disampaikan oleh Bepeka.



2)

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Pengawasan


Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman akan makna dan arti pentingnya pengawasan dalam penyeleng-garaan negara dan pembangu​nan sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih lancar, tepat, dan menyeluruh. Kegiatan- kegiatan dalam program ini juga dimaksudkan untuk me- numbuhkan prakarsa dan peran aktif aparat pengawasan, pimpinan/ atasan langsung dan masyarakat. Dalam program ini telah di-lakukan berbagai upaya peningkatan kualitas administrasi dan pelaporan pengawasan guna menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan para pengguna  laporan.


b.
Program Penunjang

1)
Program Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pengawasan

Program penunjang ini dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan dan mutu sumber daya manusia pada aparatur pengawasan termasuk peningkatan profesionalisme, keahlian, keterampilan, dan kemantapan sikap mental aparat pengawas agar mampu melaksanakan pengawasan, menafsirkan hasil pengawasan, dan menyusun langkah tindak lanjut yang diperlukan secara tepat. Pelaksanaan dan hasil kegiatan diklat dalam program ini dikaitkan pula dengan upaya peningkatan produktivitas dan perkembangan karier aparatur pengawasan.
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Sebagai pelaksanaan dari program pendidikan dan pelatihan pengawasan, BPKP sebagai pembina dan Koordinator Aparat Peng- awasan Fungsional Pemerintah telah melakukan serangkaian pendidikan dan latihan jabatan fungsional untuk seluruh Pejabat Fungsional Auditor. Tujuan dari diklat tersebut terutama adalah untuk meningkatkan kemampuan para pejabat pengawas keuangan dan pembangunan dalam bidang kode etik, norma, dan teknik pemeriksaan sehingga diharapkan mampu menghadapi tantangan kebutuhan pemeriksaan dalam era globalisasi mendatang yang ditandai dengan semakin canggihnya teknologi sistem informasi obyek pemeriksaan dan aspek hukum tanggung jawab pemeriksa yang semakin rumit. Dalam program ini juga dilaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pengawasan (Tabel XXV-12).



2)
Program Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketersediaan dan mutu informasi pengawasan yang diperlukan dan yang sesuai dengan kebijaksanaan, perencanaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan pelaporan. Untuk ini, pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi kebutuhan mutlak.  Dalam rangka merealisasikan program pengembangan sistem informasi pengawasan, BPKP saat ini sedang membangun satu sistem informasi pengawasan yang masih dalam tahap uji coba dan pelatihan. Apabila telah selesai sistem tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.



3)
Program Penerapan dan Penegakan Hukum

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketertiban dan 
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kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, termasuk dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan. Sebagai tindak lanjut hasil pengawasan, temuan- temuan hasil pengawasan yang mengandung unsur tindak pidana umum diserahkan kepada Kepolisian, untuk temuan-temuan yang mengandung unsur tindak pidana khusus diserahkan kepada Kejaksaan Agung, sedangkan untuk temuan-temuan yang bersifat manajerial atau penyimpangan  ketatalaksanaan  disampaikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai bahan tindak lanjut pembinaan yang diperlukan. 


Selama kurun waktu lima tahun terakhir ini temuan-temuan yang mengandung tindak pidana khusus yang diserahkan kepada - Kejaksaan Agung adalah berasal dari: (a) Tromol Pos 5000 sebagai tindak lanjut penanganan kasus yang berasal dari pengaduan masyarakat; (b) temuan yang diserahkan BEPEKA;  (c)  temuan yang diserahkan BPKP; (d) Temuan yang berasal dari aparat Fungsional Intern (Inspektorat Jenderal); (e) kasus-kasus yang semula berupa tindak pidana umum, setelah diteliti oleh POLRI dan ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi; dan (f) temuan hasil operasi intelijen yustisial Kejaksaan Agung yang mengungkapkan dan menangani kasus yang berindikasikan tindak pidana korupsi.  Di samping itu, Kejaksaan Agung juga melakukan operasi intelijen yustisial sesuai dengan kewenangan Kejaksaan Agung dalam upaya menangani kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi. Upaya penerapan dan penegakan hukum sebagai tindak lanjut temuan pengawasan telah menunjukkan kemajuan antara lain pada semakin meningkatnya persepsi dan koordinasi antara aparat pengawasan dengan aparat penegak hukum.
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TABEL XXV – 1
PENATAAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

APARATUR PEMERINTAH

1993/94, 1994/95 – 1997/98
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(Lanjutan Tabel XV – 1)
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(Lanjutan Tabel XV – 1)
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[image: image4.png]No. Dopartomen/LPND Penataan Undang—Undang/PP/ -
Pormbentukan Baru Penghapusan Peayempurnzan Keppres.
32, Departemen Sosial - - Penyompurmaan Orga — | Keppros No, /1995
nisssi Depattemen ‘Tanggal 26 Januari 1995
Sasial
34, Departemen Luar Nogeri - - Peningkatan Konsulat Keppres No, 17/1995
RIdi Melbourne, Victoria, | Tanggal 28 Maret 1995
Australia, menjadi Kon ~
sulat fenderal RI
35, Departomon Luar Negeri Pembkean Konsulat REdi - - Keppres No8/1995
Johor Bahro, Malaysia Tanggal 28 Maret 1995
36. Departemen Keha— Pembentukan Pengadilan - - Keppres No.20/1995
kiman Negara Manaluto ‘Tanggal 21 April 1995
37. Depariemen Luar Negori Pembukaan Konsulat RT di - - Keppres No. 3571995
Khartoum, Sudan “Tanggal 26 Moi 1995
38, Departemen Luar Negori Pembukaan Konsulat RI di - ~ Keppres No. 36/1995
‘Songkhta, Thailand Selatan Tanggel § Juni 1995
39. Deperiemen Luar Negeri. Pembukaan Konsulat R1 di - - Keppres No. 43/1995
Havana, Cuba ‘Tanggal 26 Juni 1995
40. Badan Urusan Logistik - - Penyempurnaan Orga~ Keppres No. S0/1995
(BULOG) nisasi Bulog. Tanggal 12 Juli 1995
41, Departemen Tranamig— - - Perubahan atas Keppres Keppres No. 6111995
rasidan Pemukiman e~ No.15 Tahun 1984 ten— “Tanggal 29 Agustus 1995
rambah Hutan tang Susunan Organi
2i Departemen Scbagai—
mana telah duz puloh
empat kali diubah, ter—
. akhir dengan Keppres
No. 2 Tahun 1995
42 Departemon Luar Negeri Pembukasn Kedutaan Besar - - Keppres No. 70/1995
R di Beirat, Lebanon ‘Tanggal 2 Oktober 1995
43. Depariomen Perinduateian Menggabungkan Departe—~ - - Keppres No. 388/M/1995
dan Perdagangan men Perindusician dan Do~ ‘Tanggal 6 Desember 1995
partemen  Perdagangan
menjadi Depariemen Per—
industrinn dan Perdagangan
44. Departemen Perindwtrian - - Perubahan atas Keppres | Keppres No.2/1896
dan Perdagangan No. 15 Tahun 1984 ten— ‘Tanggal 2 Januari 1996
1ang Susunan Organisa—
si Depariemon scbegai—~
mana teleh dua pulub
lima kali diubah, terakhir
dengan Keppres No.61

‘Tahun 1995
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[image: image5.png]No. DepattemonflPND Ponataan Undang—Undang/PP/
) — Pembentukan Baru Ponghapusan _Penyempumean Keppres
45 Departemen Perindustrian - - Perubahanatas Keppres | Keppres No6/1996
dan Perdagangan No.15Tahun 1984 1n— | Tanggal 31 Januari 1996
tang Susunan Ocganisa =
i Departemen sctagai=  |*
mana tefah dua pulub
cnara kall diubah, lemkhir
dengan Keppres Na. 2
Tahun 1995,
46, Departemon Keha— Pembentukan Pengadilan - - Keppres No.24/1996
Kiman Negeri Bitung, Tangaal 19 Maret 1996
47, Menteri Koordinator - - Kedudukan, Tugas Keppros No.26/1996
Bidang Produksi dan Pokok, Fungsi, Sunan | Tangga! 18 April 1996
rfbusi Organisaai dan Tata
Kerja Menteri
Koordinator Bidang
Peodulai dan Distribusi.
Perubahan atas Keppres
48 Departemen Perhubung— - - No. 15 Tatiun 1984 Keppres NoA43/1996
n Toutang Susunan Tanggal 11 Jusi 1996
Organinasi Departemen
sebagaimana teloh dua
pulu twjoh kali diabah,
. tesekhic dengan Keppres
Nomot 6 Tahun 1996,
Perubahan atas Keppres
No. 15 Tahun 1984
45 Departemen Koperasi - - Tentang Susunan Keppres No76/1996
dan Pembinann Organisasi Depariemon | Tanggal 25 September 1996
Penguasha Kecil, sebagimans telahdua
puluh delapan kali
divbah, terakhir dengan
Keppres Nomor 43 Tahun
1996,
50, Dewan Kelautan Nusional Dewan Kelautan Nasional - - Keppres No.17/1996
“Tanggal 30 Scptember 1996
51, Deparicmen Agama Pembentukan  Pengadilan - - Keppres No.85/1995
Agama  Hitung, Pahu, Tanggal 1 Napember 1996
Unaaha, Bobonara,
Baucau, Malang, Clbinong,
Tigaraksa, dan Pandan.
2. Sekeetaviat Negara - - Porubahanat Keppres No87/1996
Keppres Nomor & Tanggal 11 Nopomber 1996
Tahun 1978 tentang
Organisssi Sekrotasiat
RNegata scbagaimana
- tclah empat kalf
diubah, terakhic
dengan Keppros
Nomor 16 Tahun 1991,
$3. Departemen Kehakiman Pembentuksn  Pengadilan - - Keppres No.2/97
Tata Usaha Negara Banda ‘Tanggal 29 Januari 1997

Acch, Takanbaru, Jambi,
Denghuly, Palangkarays,
Tal, Jambi, Yogyskarts,
Mataram, dsn Deli
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[image: image6.png]No. * Depattomen/LPND

Penataan

Undang-Undang/PP/

Pombeniukan Bary Penghapusan Penyempurnaan Keppres
S4. Departemen Agama Penditisn  Sckotah  Tingg) - - Keppres No11/1997
Agsma Jsham Negeri. Tanggal 21 Maret 1997
55 Badan Standarisast Badan Siandsrisssi Nasional - - Keppres No3/1997
Nasional. Tanggal 26 Maret 1997
56 Depoctemen Keoangan - - Perubahan atas Keppres No23/1997
KepprosNo. 1S Tahun  { Tanggst 13 Juni 1997
1984 Tentang Susunan
Organisssi Depariemen
tebagaimana tetah
dua puloh vembiten
Kali djubab, terakhir
dengan Keppres No.
76 Tahun 1996,
57, Departemon Luar Negeri Pembukaan Kedutaan - - Keppees No33/1097
Besar RI d Dora, Qater, Tanggal 12 Agustus 1997
5. Depantemen Luar Negeri Pembukean  Kedutasn - - Keppres No34/1997
Besar RI di Lima, Pera. Tanggal 21 Agustus 1997
58, Badan Urusan Logistik - - Porubaban Keppres Keppres No.asnos?
(BULOG) No. 50 Tohun 1995 Tanagal 1 Nopember 1997
. tentang Badan Urusan
Logisitik (BULOG)-
59. Deparicmen Keha: Pembenlukon Pengadilan - - Keppres Nod/1998
\iman Negeri Cibinong Tanggal 2 Januari 1998
. Dewan Pemantapan Pembontukan  Dewan - - Keppres No.17/1998
Ketahanan Ekonomi dan Pemaniapan  Ketahanan ‘Tanggal 11 Jaauari 1998
Keuangen Ekonomi dan Keusngan
61. . Dewan Pemantopan Pombentukan  Tim _ Ahli - - Kegpres No.18/1998
Ketahanan Ekonom dsn Pada Dowan Pemantapan Tanggal 21 fanuari 1998
Keaangan Ketahanon  Bkonomi  dan
Kenongon
62 Badan Ursan Logiiik - - Perubahan Atas Keppres No19/1998
(BULOG) KeppresNo. 50Tahun | Tanggal 21 Jamuaci 1998
. 1995 Tentang BULOG
sebagalmana telah
divbah dengan
Kieppres No 45 Tabun
1997
63, Badan Penyshatan Per—~ Pembentukan Badan - - Keppres No.27/1998
backan National Peayshatan  Porbankan Tanggal 26 Januati 1998
Nasional
64, Dewan Pemantapan . - - Pecutahan Atas Kepgres No28/1998

65,

Ketshanan Exonom} dsn
Keonngan

Dewan Pemantapan
Ketahenan Bsonom dan
Keusngan

Keppees No. 18 Tahun
1998 Tentang Tio Abli
Dewan Pemantsgan
Kerahanan Bloromi
dan Kevangan

Perubahan Atas
Keppees No. 18 Tahua
1998 Teatang Tim Abli
Dowan Pemantapan
Ketahanan Bkanomi
daa Kevangan
tebagaimana telah
dicbah dengan
Keppres No. 26 Tatun
1998

Tanggal 29 Januari 1998

Keppres No.29/1998
Tanggal 10 Pebruari 1998.
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. Pembontukan Basy Penghupusan Fenyempurnaan o Keppres
6. Dewan Pomantapan - - Pengangiatan Keppres No30/1998
Ketahanan Bkonomi dan Penaschat Abli padn Tanggal 14 Februarl 1998
Keoangan Dewan Pemanizpan
Ketahaoan Ekanomi
dan Keuangan
67. Badan Penychatan - - Tugas dan Ke— Keppret No.34/1998
Ferbanksn Nasional wenangan Badsn Tanggal § Marct 1998
| Penyehaten Perbankan
Nasional
68, Dewan Pemaniapan - - Perubatan otas Keppres No.45/1998

0.

Ketahanan Bkonomi dan
Keuangan

Badan Perimbangan
Jabatan Tingkat Nasional
(BAPERJANAS)

Keppres No 17 Tahua
1998 tentang Dewan
Pementapan Ke—
tahanan Ekonomi

dan Keusogan

Fecubahan atas
Keppres No. 47 Tahun
1994 tentang Badan
Perimbangan Jabatan
Tingkst Nasional

“Tanggal 19 Maret 1998

Keppres No.51/1998
Tanggal 24 Maret 1998





Keterangan :

( - ) : tidak ada kegiatan
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TABEL XXV – 2

KOMPOSISI PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT DAN DAERAH

1993/94, 1994/95 – 1997/98

(orang)

[image: image8.png]Repelita VI

Uraian 1993/94
1994195 1995/96  1996/97 1997987

Jumlah Keseluruhan Pegawai: 3.965.778 4030220 4060432 4.094.346  4.090.437

Menumt Jenis Kelamin;
2.597.960 2624753 2.645464  2.650.010  2.643.645

4, Pria

b. Wanita 1367818 | 1405467 1414968 1444.336  1.446.792
Menurut Kepangkatan ;

a. Golongan T 520.550 514437 494604 392191  364.086
b. Golongan I1 2578322 | 2.597.975 2547181 2069218  1.883.649
<. Golongan IIf 826.686 876062 980.776  1.551243  1.744.792
d. Golongan IV 40.220 41.746 37.78t 81.694 97.910
e. Non PGPS - - - - -
Menurut Pendidikan:

a.5/d 8D 447776 446.946 439.827 434.921 429,985
b. SLTP 341,564 335755 319064 254224 249.945
. SLTA 2435669 | 2484098 2497367 2462963 2452547
d. Sajana Muda/D 1 - D 11 397.334 403832 416365 416644 418323
¢. Sarjana (D 1V, 81, S2 dan, 83) 343435 359.589 387.809 525594 539.637

Memarut Masa Kerja:
1513549 | 1576084 1258331 1130665 1000572

2,0 - 10 tabun
b. 11 - 20 tahun 1.560.804 1,561.551 1720470  1.890942 1.946.519
¢. 21 tahun lebib 891.425 892585  1.081.631  1.063.739  1.143.346
Menurut Umur:

124.549 149.402 76.563 70.891 45.140

a, 18 - 25 tahun

b. 26 « 35 tahun 1.466.461 1.503.491 1247401  1.205240  1.039.750

©.36 - 45 tahun 1341935 | 1345158  1509.980 1.579.703  1.646.387
d. 46 - 56 tahun 802858 802438 969231 951510  1.029.224
¢. 57 tahun lebih 139.975 139731 257.248  287.002  329.436
Menurut Kedudukan:

2. Jabatan Pimpinan/Struktucal 157.133 155.493 142172 268794V 261.767
b Jabatan Bidang Pendidikan 1.823.821 | 1855425 2000795 1.724.549 P 1.739.952
<. Jabatan Bidang Penelitian 2,198 2.164 1931 . 3660 O 3904
d. Lain-lain 1982626 | 2017.138 1914534 2097343 V2078814
Menurut Status Kepegawaian:

#. Pegawai Negeri Sipil 3377541 | 3411764 3455546 3932909  4.000.672
b. Calon Pegawai Negeri Sipil 588.237 618456 G04.886 161437 89,765

Menusut Lokasi:
a. Sumatera §43.932 858.138 868.878 884.538 883.948

2082540 2110958 '2.116.054 2125039  2.121.475

b. Jawa

¢. Kalimantan 261320 266889 271094 270917 270.507

d. Sulawesi 389,216 396581 400789  400.784 401095

¢. Bali, Nusa Tenggare, Maluka 388.378 397307 403.269 411915 412260
Irian Jaya, Timor Timur

£, Luar Negeri 392 347 348 1.153 1.152

Menurut Jenis Kepegawaian:
a. PNS Pusat 3471595 | 3.527.567 3.552.088 3.588.706  3.585.677

b. PNS Daerah 494,183 502.653 508.344 505.640 504.760





1) Komposisi PNS Pusat dan daerah Menurut kedudukan untuk tahun 1996/97 diperbaiki
2) Angka sampai dengan 31 Maret 1988

Keterangan :

( - ) : tidak ada kegiatan
XXV/33
TABEL XXV – 3

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TELAH DITETAPKAN

SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN DARI

UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1961 DAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974

1993/94, 1994/95 – 1997/98

[image: image9.png]Bentuk
Peraturan

Nomor

Urat

Nomor

Tahun

Tentang

Peraturan Pemerintah

10

15

16

21

22

1"

15

16

1993

1993

1993

1993

1993

1993

1993

1994

1994

1594

Perubahan PP No. 7 Tahun 1977 tentang
Perubahan Peraturan Gajl PNS scbagai—
mana telah tiga kali diubah, terakhir dengan
PP No. 51 Tahun 1992

Perubahan PP No. 9 Tahun 1980 tentang
Hak Kevangan/Administratif Kepala Dae—
rah/Wakil Kepala Dacrah dan Bekas
Kepala Dacrah/Bekas Wakil Kepala Dae~—-
rah serta Janda/Dudanys, sebagaimana
telah tiga kali diubah, terakhir dengan
PP No. 52 Tahun 1992

Perubahan PP No. 10 Tahun 1980 tentang
Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada
Bekas Anggota KNIP dan Janda/Dudanya
sebagaimana telah dua kali diubah, tor—
akhir dengan PP No. 53 Tahun 1992

Perubahan PP No. 50 Tahun 1980 tentang
Hak Keuangan/Hak Administsatif Menteri
Negara dan Bekas Menterl Negara serta
Janda/Dudanya_sebagaimana . telah diubah
dengan PP No. 51 Tahun 1992

Perubahan PP No, 10 Tahun 1985 tentang
Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/
Tinggi Negara dan Anggota Lembaga
Tingal Negara serta Uang _Kehormatan
Anggota Lembaga Tertinggi Negara — se—
bagaimana tefah diubah dengan PP No.

55 Tahun 1992

Perubahan PP No. 11 Tahun 1985 tentang
Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung,
Panglima Angkatan Bersenjata,dan Gubernur
Bank Indonesta sebagaimana telah diubah
dengan PP No. 56 Tahun 1992

Perubahan PP No. 14 Tahun 1985 tentang
Tunjangan Porintis Pergerakan Kebang—~
saan/Kemerdekaan sebagaimana telah di—
ubah dengan PP No. 57 Tahun 1992

Perubahan PP No. 17 Tahun 1985 tentang
Penetapan Pensiun Pokok Bekas Pefabat
Negara dan Janda/Dudanya  scbagaimana
telah diubah dengan PP No. 58 Tahun
1992,

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai
Negeri Sipil

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Tabatan Struktural

Pengangkatan Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil
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Bentuk
Peraturan

Nomor
Urut

Nomor

Tahun

Tentang

12
13

14

15

16

19

20

21

22

23

25
33

16

22

23

28

29

33

37

41

43

1994
1994

1995

1995

1995

1995

1995

1995

1995

1995

1995

1995

Tandé Kchormatan Satya Lencana Karya Satya

Peraturan Gaji Hakim

Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan
Kepada 26 (Dua Puluh Enam) Daerat
Tingkat If Percontohan

Penetapan Pensiun Pokok Pensiun Hakim
dan Janda/Dudanya

Pembentukan 2 (dua) Kecamatan di Wilayatt
Kabupaten Dacrah Tingkat 1l Dompu dalam
Wilayah Propinsi Dacrah Tingkat 1 Nusa
Tenggara Barat

Pembentukan 2 (dua) Kecamatan di Wilayah

' Kabupaten Daerah Tingkat II Gunung Kidut

dalam Wilayah Propinsi  DI. Yogyakarta

Pembentukan 8§ (delapan) Kecamatan di
Wilayah Kabupaten Dacrah Tingkat IT
Banjar, Hulu Sungai Tengah, Barito Kuala,
Tanah Laut, Hulu Sungai Utara, Tabalong,
dalam Propinsi Daerah Tingkat 1 Kalimantan
Selatan

Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor,
Karawang, Bandung, dalam Propinsi Daerah
Tingkat 1 Jawa Barat

Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di
Wilayah Kabupaten - Daerah Tingkat 1I
Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Huly,
dan Kampar dalam  Wilayah Propinsi
Daerah Tingkat I Riau

Pembentukan 6 (enam) Kecamatan di
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Il

“Ponorogo, Banyuwangi dan  Jember

dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat 1
Jawa Timur

Pembentukan 11 (sebelas) Kecamatan di
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sawah Luntd/Sijunjung, Solok, Tanah
Datar, Pesisit Selatan, Padang Pariaman,
50 Kota dan Pasaman dalam - Wilayah
Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat

Pembentukan 8 (delapan) Kecamatan di
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat IL
Sangihe dan Talaud, Gorontalo, Minahasa,
dan Witayah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Bitung dalam Wilayah  Propinsi Daerah
Tingkat I Sulawesi Utara
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[image: image11.png]Bentuk

Nomor
Urut

Nomer

Tahun

Tentang

Peraturan

24

26
27

28

29

30

31

32

33

34

35

30

31

38

42

43

44

47

48

52

53

54

1996

1996

1996

1996

199

1996

19%

1996

1996

1996

1996

Pembontukan 9 (scmibilan) Kccamatan di
Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan
Batu, Tapanuli Sclatan, Nias, dan Tapanuli
Tengah dalam Wilayah Dacrah Tingkat 1
Sumatera Utara

Pembontukan 8 (delapan) Kecamatan di
Wilayah Kabupaten Dacral Tingkat 11 Timor
Tongah Sclatan, Florcs Timur, dan
Manggarai dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat 1 Nusa Tenggara Timur

Pembentukan Kota Administratif  Sorong

Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di
Wilayah Kabupaten Dacrah Tingkat 1T Kutai,
Berau, Bulungan, Pasri, Kotamadya
Daerah Tingkat 11 Samarinda  dan
Baflkpapan dalam Witayah Propinsi Dacrah
Tingkat | Kalimantan Timur

Pembentukan 3 (tiga) kecamatan  di
Wilayah Kabupaten Dacrah Tingkat I Kota
Waringin Timur dan Kapuas dalam Wilayah
Propinsi Dacrah Tingkat 1 Kalimantan
Tengah

Pembentukan 5 (lima) Kccamatan  di
Wilayah Kabupaten Dacrah Tingkat 11
Donggala, Poso dan Banggai  dalam
Wilayah Propinsi Dacrah Tingkat 1 Sulawesi
Tengah

Pembentukan 9 (sembilan) Kecamatar di
Wilayah Kabupaten Daerah ‘Tingkat I
Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin,
Muara Enim dan Musim Rawas dalam
Wilayah Propinsi Dacrah Tingkat 1
Sumatera Selatan

Pembentukan 6 {cnam) Kecamatan di
Wilayah Kabupatcn Daeran Tingkat II
sarolangun Bangko, Kerinci dan Tanjung
Jabung dalam Wifayah Propinsi Daerah
Tingkat 1 Jambi

Pembentukan Kecamatan  Pringapus  di
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat If
Semarang dalam Wilayah Propinsi Dacrah
Tingkat 1 Jawa Tengah

Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya,
Kabupaten Paniai, perubahan nama dan
pemindahan Ibukota Kabupaten Dacrah
Tingkat 1I Paniai di Wilayah Propinsi
Daerah Tingkat [ Irian Jaya

Pembentukan  Kabupaten  Simelue  di
Wilayah Propinsi Dacrah Tingkat | Acch

Pembentukan Kabupaten  Mimika  di
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat 1 Irian
Jaya
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[image: image12.png]Bentuk
Peraturan

Nomor
Urut

Nomor

Tahun

Tentang

Keputusan Presiden

36

37

38

39
40

41

42

65

29

31

37

49

31

62

63

69

1996

1997

1997

1998

1998

1998

1993

1993

1993

1993

1993

Pembentukan lima puluh tiga Kecamatan
di ‘Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat I
Jaya Wijaya, Sorong, Manckwari, Nabire,
Merauke, Jayapura, Yapen Waropen,
Fak~fak, Biak Numfor, Kotamadya Daerah
Tingkat I Jayapura, Kabupaten Puncak
Jaya, dan Kabupaten Paniai dalam wilayah
Propinsi Dacrah Tingkat I Irian "Jaya

Perubahan afas Peraturan  Pemerintah
No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji PNS sebagaimana telah empat kali
diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah No. 15 Tahun 1993

Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki
Jabatan Rangkap

Polisi Pamong Praja

Penyerahan Sebagian Urusan Pemrintahan
di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran
Pendudukan Kepada Daerah

Peraturan Jabatan Penjabat Pembuat Akta
Tanah

Perubahan Atas Peraturan Pemerintak No.
15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri .Sipil Dalam Jabatan
Struktural

Tunjangan Penilai Pajak Bumi dan
Bangunan; Pemetiksa Bea dan Cukai;
Pengawas Ketenagakerjaan; Pengamat
Meteorologi  dan  Geofisika; Penyuluh
Kehutanan; Juru Penerang; Pekerja Sosial;
dan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan

Perubahan Keppres No. 34 Tahun 1991
tentang Tunjangan Jabatan Struktural di
Departemen ~ Pertahanan Keamanan  dan
Angkatan Bersenjata RT

Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang
Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan
Struktural sehagaimana telah tujuh kali
diubah, terakhir dengan Keppres No. SI
Tahun 1992

Penghargaan  Kepada Mantan  Anggota
Badan Keamanan Rakyat

Perubahan Keppres No. 19 Tahun 1985
tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan
Jabatan Struktural sebagaimana telah
delapan  Kali diubah, terakhir dengan
Keppres No. 62 Tahun 1992
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[image: image13.png]No.

DeparicmonL.END Penataa Undang~Undang/PP/
B Pembentukan Baru Penghapusan Penyempurnan Keppres
22 Departemen Luar Neg - - Peningkstan Konsulat Keppres No. 2171994
RI di San Fransisco, Tangga! 4 April 1994
Amarita Serikat dan
Konsulat RI di Mancillcs,
Ferancis menjadi Kon—
sulat Jenderal
23, Depurtemen Koha~ Fembeitikan Pongadilan - - Keppres No. 22/1994
dman Tatn Usaha Negara di Ban — “Tanggal 4 April 1994
dar Lampuog, Samarinda,
dan Denpatse
2. Lembaga Penerba— - - Perubshan atas Keppres | Keppres No. 24/1994
ngan dan Antariksa No. 33 Tahun 1988 Tanggal 15 April 1994
Nasional tentong Lembaga Penor—
(LAPAN) bangan dan Antarike
Nasional
25, Badan Kebijaksana— Pembentukon Dedan Peng— - - Keppres No. 37/1994
n dan Pengenda — endalian Pembangurian Po— ‘Tanggal 30 Moi 1994
Jian Pergbangunan rumahan dan Pemukiman
Perumahan dan Pe ~ Nasional
mukiman Nasional
2. Badan Pertimbangan Pembentukan Badnn Porii - - Keppres No. 4771994
Jabatam Tingkat Na— bangen Jabatan Tingkat Na— “Tamggal 6 Juli 1994
sional stonal
(RAPERJANAS)
27. Departemen Luar Negeri Yembukasn Kedutann Besar - - Keppees No. 531954
RIdi Pretoria, Afrika Selatan “Fanggal 18 Toli 1994
aan Konsulat Jenderal Rl di
Cape Town, Afrika Solatan
28. Lombaga Sandi Negara - - Penyernpornaan Orga= | Keppres No. 54/1994
nisasi Lembaga Sundi Tanggal 18 Juli 1994
Nogars
29. DepartemenLuar Negori - - Peningkatan Konaulat Keppres No. 72/199%
RI di Bombay, India “Tanggal 21 Oktaber 1994
monjai Konsuia Jon—
dera
30. Radan Pengendalian - - Penysmpurnaan Orga— | Keppres No. 7771994
Damgak Lingkungan pisasi Badan Pengen— | Tanggal 22 Nopember 1994
(RAPEDAL) dalian Dampak Ling—
kungan
31 Departemon Luor Negeri Pembukaan Kedutatun Besar - - Keppres No. 85/1994
R1d: Bratilava, Slowal “Tanggal 12 Desember 1994
32 Departcmen Keuangan - - Penyempurnasn Orga~ | Koppres No. 211995

inasi Departemen
Keuangan

Tanggal 26 Januari 1995
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(Lanjutan Tabel XV – 3)
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Peraturan
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34

39

69

62M
63M

1996

1996

1996

1996

199

1996

1996
1996

1997

1998
1998

Perpanjangan batas usia pensiun  bagi
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki
Jabatan Agen .

Perubahan atas Keppres No.9 Tahun 1985
tentang Jenjang Pangkat dan’ Tunjangan
Jabatan Struktural sebagaimana telah tiga
belas kall diubah, terakhir dengan Keppres
No.38 Tahun 1995

Tunjangan Petugas Pemasyarakatan

Tunjangan Pengabdian bagi Pegawai
Negeri yang bekerja dan bertempat tinggal
di  wilayah terpencil

Perubahan atas Keppres No. 9 Tabun
1985 atas Jenjang Pangkat dan Tunjangan
Jabatan  Struktural sebagaimana telah
empat belas kali diubah, terakhic dengan
Keppres No. 17 Tahua 1996

Perpanjangan Batas Usia Pensiun  bagi
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki
Jabatan Perekayasa®

Tenjangan Teknisi Penelitian dan
Perekayasaan

Tunjangan Perekayasa
Tunjangan Khusus Pensiunan  Pegawal
Negeri beserta janda/dudanya yang
menetap dan bertempat tinggal di Propins
Daerah Tingkat I Irian Jaya dan Timor Timur
Perubahan atas Keppres No. 23 Tahun
1995 tentang Tunjangan Tenaga
Kependidikan

Pembentukan Kabinet Pembangunan VII

Pengangkatan Jaksa Agung
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TABEL XXV – 4

JUMLAH PESERTA DIKLAT ADUM DAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL

1993/94, 1994/95 – 1997/98

(orang)

[image: image15.png]T

Repelita VI
No., Jenis Diklat 1993/94
1994/95 1995/96 1996/97 Y 1997/98 ¥
1. SEPADA/SEPALA/ADUM 6.580 7421 6527 21.505 27.324
2. SEPADYA/SPAMA 3.554 4315 5011 7487 6.481
3. SESPA/SESPANAS/SPAMEN 628 766 g1 ¥ 739 Y 912
4. SPATI - - - 25 26
—
Tumlah 10.762 12.502 12.619 29.756 34.409





1) Mulai mengacu kepada PP No. 14 tahun 1994

2) Angka sampai dengan 31 Maret 1998

3) Jumlah peserta SESPA dan SESPANAS

4) Hanya untuk peserta SPAMEN

Keterangan :

- : Kegiatan belum dilaksanakan
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TABEL XXV – 5
JUMLAH PESERTA KURSUS-KURSUS PROGRAM PERENCANAAN NASIONAL
1993/94, 1994/95 – 1997/98

(orang)

[image: image16.png]Ropelita VI

No. Tenis Kursus 1993194
- 1994195 1995/96 199697 1997/98 7
1. Perencanaan Jangka Panjang 34 3 32 35 29
2. Perencanaan Proyek-proyek 30 30 30 28 30
Pembangunan
3. Perencanaan Proyek-proyek Pertania 31 30 30 30 30
dan Agro Industri
4. Perencanaan Proyck-proyek Transpo 28 28 30 30 30
5. Toknik Manajemen Perencanaan 393 24" 233" 236" 348
Pembangunan
Jumlah 516 365 355 359 467





1) Angka diperbaiki
2) Angka sampai dengan 31 Maret 1998
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TABEL XXV – 6

REALISASI PENERBITAN LAPORAN DAN

JUMLAH TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN

OLEH APARATUR PENGAWASAN FUNGSIONAL PEMERINTAH
1993/94, 1994/95 – 1997/98

[image: image17.png]Realisasi Penerbitan Laporan Hasil Penelitian ‘Tumlzh Tenwan Pemeriksaan

Jemis Aparatur Repelita VI Repelita VI
Pengawasan Fungsional 1993/94 1994/95 1995196 1996/97 1997/98 1993/94 199495 199596 199697 U 1997/9%
BPKP 8232 8.595 9.837 8528 17.789 15447 15671 18717 19728 22584
Departemen/LPND 6920 6499 7.044 3.486 6.387 34.640 33.216 24.099 22.880 24.027
PEMDA 31010 26871 34880 38660 20189 40.702 43418 29816 29511 37.997
Jumlzh 46.162 41965 51761 S0674 44365 90.789 92305 72632 72119 84608





1) Angka diperbaiki
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TABEL XXV – 7

RENCANA KEGIATAN PEMERIKSAAN DAN

REALISASI PENUGASAN PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN OLEH

APARATUR PENGAWASAN FUNGSIONAL
1993/94, 1994/95 – 1997/98

(Kasus)

[image: image18.png]Rencana Kegiatan Pemeriksaan Realisasi Perugasan Pemeriksaan
No, Uraian . Repelita VI Repelita VI
199394 | 199495  1995/9 199697 " 1993194 199495 199596  1996/97"  1997/98
1. SamanKerja 32559 36861 38454 32.130 40.264 36.016 40.135 34338 36.529 49.565
2. Proyek Pembangunan 8.501 10473 9.985 13.878 19.616 11.266 11.061 8.064 6934 13018
3. BUMN&BUMD 6.188 4.627 3758 6.853 9.853 3.385 3.105 3221 2.897
Jumlah 47.248 51961 52197 52.861 57.135 54581 45.507 46.684 65.480





1) Angka diperbaiki
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TABEL XXV – 8

JUMLAH NILAI TEMUAN PEMERIKSAAN

OLEH APARATUR PENGAWASAN FUNGSIONAL
1993/94, 1994/95 – 1997/98

(Dalam miliaran Rp.)

[image: image19.png]Senis Aparat Kerugian Negara Kewajiban Menystor Kepada Negara

Ne. Pengawasan Fungsional Repelia VI Repelita VI
1993194 199495 199596 1996197 199798 @ 1993154 1994555 199596 199697 1987198
1. BPKP 127,233 1.599,688 102,522 110,819 » 165,185 640,924 981,034 805,554 471,780 o 494,259
2. Departemen/LPND 7,787 9,085 9,891 9,919 2 11,219 72,438 28,332 308,118 41,660 » 67,583
3. PEMDA 0,998 8,273 4,185 8,055 2 6,139 3,108 54,497 12,191 43,050 2 206,070
Farlzh 136,018 1617046 16598 128793 182543 TI6470 1063863 112583 556490 767912





1) Angka diperbaiki
2) Tidak semua Pemda/Itjen melaporkan
XXV/44

TABEL XXV – 9

PENERBITAN PERNYATAAN PENDAPAT AKUNTAN ATAS LAPORAN

KEUANGAN DARI BUMN/BUMD DAN PROYEK BERBANTUAN LUAR NEGERI
1993/94, 1994/95 – 1997/98

(Laporan)

[image: image20.png]Penerbitan Laporan Akuatan Atas Laporan

Penerbitan Laporan Akustan Atas Laporan

Kevangan BUMN/BUMD Proyek Perbantan Luar Negeri

No. Jenis Pernyataan -

Repelita VI Repelit2 VI

1993494 1994/95  1995/56 ¥ 1996/97 1997/98 7 || 1993/94 1994/95  1995/96 © 1996/97  1997/98 7
1. Wajar Tanpa Pengecualian 332 405 308 442 437 421 594 258 514 514
2. Wajar Dengan Pengecualian 225 186 7 93 69 67 88 38 26 2
3. Tidak Wajer 4 10 36 2 16 1 3 2 4 5
4. Menolak Memberikan Pendapat 53 55 3 E 21 14 10 1 6 5
614 656 418 575 543 503 695 299 328 547

Jumlah





1) Angka diperbaiki
2) Angka sampai dengan 31 Maret 1998
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TABEL XXV – 10

HASIL TINDAK LANJUT PENYELAMATAN UANG NEGARA
1993/94, 1994/95 – 1997/98

(Dalam Miliar Rupiah)

[image: image21.png]Tenis Aparatur Repelita V1

1993/94
Pengawasan Fungsional 1994/95 1995/96 1996197 1997/98 ?
Tindak Lanjut Penyelamatan
Uang Negara :
1. BPKP 601,816 "]  2.149,550 0 154,676 " 236,195 " 40,330
2. Departemen/LPND 60,120 37,008 40,039 6819 " 0,021
3. PEMDA 15,360 13,788 7405 7,686 " 1,482
Jumlsh 767,296 2.200,340 202,120 250,700 41,833





1) Angka diperbaiki
2) Angka sampai dengan 31 Maret 1998
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TABEL XXV – 11

PENYAMPAIAN REALISASI PROGRAM PELAKSANAAN PENGAWASAN (P3) WASKAT
1993/94, 1994/95 – 1997/98

(Instansi)

[image: image22.png]s ——
Fumlah Penyampaian Realisasi P3 Waskat
No. Kelompok Instansi (tostansi) ® Repelita VI
1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 ¥
1. Departemen 20 21 16 21 19 19
2. Kantor Menko/Meneg 17 13 7 i6 13 9
3. LPND 21 10 7 16 15 13
4. Kejaksaan Agung/Mabes ABRUBI 3 3 3 3 2 2
5. Setlemtertina ¥ 5 2 4 4 2
6. Pemerintah Dacrah Tingkat 27 26 19 25 25 24
7. PIN . 59 38 . -
8. BUMN/Otorita/BPIS 182 111 75 17 141 98
-——————-————————r—__—(———_—'
Jumlzh 334 224 127 202 219 167

-




1) Tidak diperbaiki

2) Angka diperbaiki

3) Angka sampai dengan 31 Maret 1998. Berdasarkan Kep Menpan No. 30/1994, pengiriman laporan realisasi P3 Waskat


Paling awal pada akhir tahun anggaran dan paling akhir tiga bulan setelah akhir tahun anggaran

4) Setlemtertina adalah Sekretariat Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara

Keterangan :

.. = Data belum tersedia
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TABEL XXV – 12

REALISASI PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN DI BIDANG PENGAWASAN
1993/94, 1994/95 – 1997/98

[image: image23.png]T

Repelita VI
No. Jenis Diklat / Penelitian 1993/94
1994/95 1995/96 1996/97  1997/58
1  Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
(Orang)
1. Diklat Pegawai BPKP 3.156 2526 3.082 1732 7319
2. Diklat Non Pegawai BPKP 1.536 1.949 2464 2.305 3,489
.
Jumlak 4,692 4475 5546 4037 10.808
II  Kegiatan Penelitian dan Pengembangan
(Satuan)
1. Kegiatan Penelitian 3 1 6 14 13
2. Kegiatan Non-Penclitian 11 6 2 1
Juralih 14 7 g 15 13





1) Angka sampai dengan 31 Maret 1998
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